
BUPATI KENDAL

Kendal, /2. Juni  2020

Kepada Yth.

1.  Camat se -Kabupaten Kendal
2.  Kepala Desa/Lurah se-Kab. Kendal
3.  Pengelola Rumah Ibadah se-Kab.

Kendal

Di-
Kendal

SURAT EDARAN
Nomor     :   451/2G®¢>/2020

TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH

DAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN DALAM MEWUJUDKAN
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

DI KABUPATEIN KENDAL

A.   Dasar
1.   Surat  Edarari  Menteri  Agama  RI  Nomor  SE.   15  Tahun  2020    tentang

Panduan  Penyelenggaraan  Kegiatan  Keagamaan  di  Rumah  Ibadah  dalam
Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Amen COVID di Masa Pandemi.

2.  Fatwa    Majelis    Ulama    Indonesia    Nomor    31    Tahun    2020    tentang
Penyelenggaraan  Shalat Jumat  dan  Jamaah  untuk  Mencegah  Penularan
Wabah COVID-19.

3.  Surat   edaran   Direktorat   Jenderal   Peternakan   dan   Kesehatan   Hewan
Kementerian  Pertanian  RI  Nomor  OOO8/SE/PK.320/F/P6/20ZO   tentang
Pelaksanaan  Kegiatan  Kurban  Dalam  Situasi Wabah  Bencana  Non  Alam
COVID-19.

8. Ketentuan Penyelenggaraan Kegiatan di Rumah lbadah
Panduan  ini  mengatur  kegiatan  keagamaan  inti  dan  kegiatan  keagamaan
sosial di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di
lingkungan  rumah  ibadah  tersebut,  bukan  hanya berdasarkan  status Zona
yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila
di  lingkungan  rumah  ibadah  tersebut  terdapat  kasus  penularan  Covid-  19,
maka rumah  ibadah  dimaksud  tidak dibenarkan  menyelenggarakan  ibadah
berjamaah/ kolektif.
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Ketentuan selengkapnya sebagai berikut:
1.  Rumah    ibadah    yang    dibenarkan    untuk    menyelenggarakan  kegiatan

berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan  fckta lapangan  serta angka
R-Noughi/ RO  den  angka  Effiectine  Reproduchon  Number/ Rt,  beredp.  di
Kawasan/1ingkungan  yang  aman   dari  Covid~   19.   Hal  itu   ditunjukkan
dengan  Surat  Keterangan  Rumah  lbadah Aman  Covid  dari  Ketua Gugus
Tugas  Provinsi/  Kabupaten/  Kota/  Kecamatan  sesuai  tingkatan  rumah
ibadah   dimaksud,   setelah   berkoordinasi   dengan   Forum   Komunikasi
Pimpinan  Daerah  setempat  bersama  Majelis-majelis  Agana  dan  instansi
terkait  di  daerah  masing-masing.   Surat  Keterangan  akan  dicabut  bila
dalam  perkembangannya  timbul  kasus  penularan  di  lingkungan  rumah
ibadah  tersebut  atau  ditemukan  ketidaktaatan  terhadap  protokol  yang
telah ditetapkan.

2.  Pengurus   rumah   ibadah   mengajukan   permohonan   surat   keterangan
bahwa kawasan/ 1ingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara
berjenjang  kepada  Ketua  Gugus   Kecamatan/   Kabupaten/Kota/Provinsi
sesuai tingkatan rumah ibadahnya.

3.    Rumah  ibadah  yang  berkapasitas  daya  tampung  besar  dan  mayoritas
jamaah   atau   penggunanya   dari   luar   kawasan/1ingkungannya,   dapat
mengajukan  surat keterangan aman Covid-191angsung kepada pimpinan
daerah sesual tingkatan rumah ibadah tersebut.

4.    Pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah berkewajiban :
a.  Melakukan    koordinasi    dengan    Kepala    Desa/Lurah/Camat/Bupati

sesuai dengan tingkatannya.
b.  Menyampaikan pemberitahuan tentang penyelenggaraan ibadah kepada

Ketua Gugus Tugas Desa/Kecamatan/Kabupaten (Kepala Desa/Lurah/
Camat/Bupati)  sesual dengan tingkatannya dengan melampirkan surat
per.nyataan  kesanggupan  bersedia  melaksanakan  protokol  kesehatan
sebagai berikut :
1)  Menyiapkan   petugas   untuk   melakukan   pengawasan   penerapan

protokol kesehatan.
2)  Melakukan  pembersihan dan  cZz.sl.71/efest. secara berkala,  menggulung

karpet/tikar,  membatasi jumlah  pintu  keluar masuk,  menyediakan
fasilitas cuci tangan/ sabun/ hand scz7tt.ft.zer dan  alat pengukur suhu
badan  serta  melakukan  pengecekan  suhu  badan,   jika  ditemukan
suhu  badan  >  37,5  0C  tidak  diperkenankan  masuk  area  rumah
ibadah.

3)  Menerapkan   pembatasan  jarak  minimal   1   meter,  jamaah   harus
memakai  masker,  melarang  jamaah  melakukan  kontak  langsung
(salaman/jabat tangan,  berpelukan dan  sejenisnya)  dan melakukan
pengaturan    jumlah    jamaah    yaLng    berkumpul    dalam    waktu
bersanaan.

4)  Mempersingkat   waktu    pelaksanaan    ibadah    tanpa    mengurangi
ketentuan syariat dan kesempurnaan ibadah.

5)  Memasang himbauan  penerapan protokol kesehatan di area rumah
ibadah.

6)  Menerapkan  protokol  kesehatan  secara  khusus  bagi jamaah  yang
datang dari luar lingkungan rumah ibadah.



5.  Penerapan   fungsi   sosial   rumah   ibadah   meliputi   kegiatan   pertemuan
masyarakat  di  rumah  ibadah  (misalnya  :  akad  pernikahan/perkawinan),
tetap  mengacu   pada  ketentuan   di  atas  dengan   tambahan   ketentuan
sebagai berikut:

a.  Memastikan  semua  yang  hadir  dalam  kondisi  sehat  dan  aman  dari
COVID-19.

b.  Membatasi jumlah  peserta yang  hadir  maksimal  20  0/o  dari  kapasitas
ruangan.

c.   Kegiatan dilaksanakan dengan waktu seefektif mungkin.

6.  Pelaksanaan   Shalat   Jum'at   dilaksanakan   dengan   ketentuan   sebagal
berikut:
a.  Untuk  mencegah  penularan  wabah  COVID-19  maka  penyelenggaraan

shalat   Jum'at   boleh   menerapkan   phgst.cczJ   cZz.stczrLct.ng   dengan   cara
perenggangan  shaf  dan  jika jamaah  shalat  Jum'at  tidak  tertampung
karena   adanya   phgsi.COZ    czt.sfcz7ta.ng,    maka    shalat   Jum'at       boleh
diselenggarakan di Mushalla, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga
dan stadion (Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020).

b.  Dalam  hal  masjid  tidak  mampu  menampung  jamaah  karena  harus
melaksanakan  protokol  kesehatan  dan  dilaksanakan  sholat  Jum'at  di
Mushalla,   aula,   gedung   pertemuan,   gedung   olahraga   dan   stadion,
Kepala Desa/ Lurah/Camat berkoordinasi dengan Takmir Masjid, Tokoh
Agama dan Tokoh  Masyarakat   untuk pengaturan  penyelenggaraannya
termasuk jumlah jamaah agar memenuhi syariat.

C. Ketentuan Pemotongan Hewan Kurban
1.  Pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia

(RPH-R).
2.  Dalam bat keterbatasan jumlah kapasitas RPH-R dapat dilakukan diluar

RPH-R dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a)  Jaga. Jarak F±sik (Phgsical mstancing}

i)  Pemotongan hewan kurban dilakukan di fasilitas pemotongan hewan
kurban    yang    sudah    mendapat    ijin    dari    Pemerintah    daerah
kabupaten/kota  setempat  melalui  dinas  yang  membidangi  fungsi
kesehatan masyarakat veteriner.

2)  Mengatur   kepadatan   dengan   membatasi   jumlah   panitia   dalam
pelaksanaan pemotongan hewan kurban.

3)  Melakukan  pembatasan di fasilitas pemotongan hewan  kurban yang
hanya dihadiri oleh panitia.

4)  Pengaturan  jarak  minimal   1   meter  dan  tidak  saling  berhadapan
antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan,
penanganan, dan pengemasan daging.

5)  Pendistribusian  daging  kurban  dilakukan  oleh  panitia  ke  rumah
penerima daging kurban.



b)  Penerapan Higiene Personal
1)  Petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging

dan jeroan harus dibedakan.
2)  Setiap  orang harus menggunakan  alat  pelindung diri  paling kurang

menggunakan  masker  sejak  perjalanan  dari  rumah  dan  selalna  di
fasilitas pemotongan.

3)  Petugas  yang  melakukan  pengulitan,  penanganan  dan  pencacahan
karkas/daging  dan jeroan  harus  menggunakan  alat  pelindung  diri
paling kurang seperti masker, /czcesfu.eJcZ, sarung tangan sekali pakal,
apron, dan penutup alas kaki/sepatu (cower shoes).

4)  Penanggungjawab kegiatan kurban mengedukasi setiap orang untuk
menghindari menyentuh muka termasuk mata,  hidung,  telinga  dan
mulut, serta menyediakan fasilitas CTPS / handscz".f{.zer.

5)  Setiap orang melakukan CTPS/handsanitizer sesering mungkin.
6)  Setiap  orang  menghindari  berjabat  tangan  atau  kontak  langsung

lainnya, dan memperhatikan etika batuk, bersin dan meludah
7)  Setiap   orang   melakukan   pembersihan   tempat   pemotongan   dan

peralatan   yang   akan   maupun   yang   telah   digunakan   dengan
desinfektan,    membuang    kotoran    atau    limbah    pada    fasilitas
penanganan kotoran atau limbah.

8)  Setiap orang di tempat pemotongan harus segera membersihkan diri
(mandi  dan  mengganti  pakaian)  sebelum  kontak  langsung  dengan
keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

c)   Pemeriksaan Kesehatan Awal /Scree7it.ng/
1)  Melakukan   pengukuran   suhu   tubuh   (screening)   di   setiap   pintu

masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu  non kontak
(thermogun)  oleh  petugas/pekerja  dengan  memakai  alat  pelindung
diri (masker dan /c{cesfu.ezd) .

2)  Setiap  orang  yang  memiliki  gejala  demaln  atau  nyeri  tenggorokan,
batuk, pilek, sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan.

3)  Panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak
dalani masa karantina mandiri.

d)   Pelaksanaan Hi.gz.€7ie cza7i Sam.tasz.
1)  Menyediakan  fasilitas  cuci  tangan  sabun  cair  atau  hand  sanitizer

dengan  kandungan  alkohol  paling  kurang  70  °/o  di   setiap  akses
masuk atau tempat yang mudah dijangkau.

2)  Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan  sebelum
dan  setelah  digunakan  serta selalu  memastikan  seluruh  area kerja
bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4
jam  sekali),  peralatan  yang  digunakan  bersama  dan  area  fasilitas
umum lainnya.

3)  Petugas   harus   segera  membersihkan   diri   (mandi  dan   mengganti
pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain

4)  Setiap     orang     di     tempat     pemotongan     harus     menggunakan
perlengkapan milik pribadi seperti alat  sholat,  alat makan,  dan lain
lain.

5)  Setiap  orang  menghindari  berjabat  tangan  atau  kontak  langsung
lainnya, dan memperhatikan etika batuk, bersin dan meludah.



D. Monitoring dan Evaluasi
Para Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan hal-hal sebagal
berikut :
1.   Bersama   aparat   keamanan   (TNI   dan   POLRI)   dan   instansi   terkait

melakukan  monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah
di tempat ibadah dan penyembelihan hewan qurban diwilayah masing-
masin8.

2.   Menyainpaikan  laporan  hasil  monitoring  dan  evaluasi  kepada  Bupati
Kendal  c.q.  j3c3gng.czri  jresra  Sefczcz  KendczJ  dengan  format  nama  tempat
ibadah,   alamat   lengkap,   mama   ketua/pengurus,   jumlah   jamaah,
ke t erangan             dan             te mpat            penyembe li h an ,             n ama
panitia/penanggungjawab,  jenis  dan  jumlah  hewan  yang  disembelih,
keterangan.

3.    Melakukan  koordinasi  dengan  pengelola  tempat  ibadah,  tokoh  agalna
dan tokoh masyarakat tentang proses penyelenggaraan kegiatan ibadah
di tempat ibadah dan penyembelihan hewan qurban.

Demi kemaslahatan bersama, masyarakat Kabupaten Kendal diminta untuk
memperhatikan   surat   edaran   ini   dan   dilaksanakan   sebagaimana   mestinya.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.

Tembusan :
1.     Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
2.    Arsip
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